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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 110
ayat (1) huruf m Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Penyelenggaraan
Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
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3. Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang HukumAcara
Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia sNomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

6. Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5324);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara REpublik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5761);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 3011 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Wajo. ( Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 4 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Bupati adalah Bupati Wajo;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Wajo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
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5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian penyelenggaraan pendidikan
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,
atau kemanfaatan lain yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan;

7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

9. Jasa Pelayanan adalah penyediaan sarana dan
prasarana bagi masyarakat pengguna;

10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang
selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang
dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
daerah;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;


